BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.
Sejarah Singkat Perusahaan


Direktorat Metrologi adalah institusi yang menangani kegiatan Metrologi Legal di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan. Kegiatan Metrologi Legal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1923 yaitu sejak mulai diberlakukannya lagi Ordonansi Tera 1923, yang kemudian setelah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang RI no.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.


Direktorat Metrologi merupakan suatu organisasi pemerintah yang ditunjuk untuk melindungi kepentingan umum baik produsen maupun konsumen dalam menjamin kebenaran pengukuran dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar timbang serta perlengkapannya 


Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi dan unit-unit metrologi di daerah adalah: mengelola standar satuan ukuran; melaksanakan tera dan tera-ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);   melakukan pengawasan UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta penyuluhan kemetrologian.

Indonesia menjadi anggota Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML) sejak September 1960 dan menjadi anggota Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) sejak pembentukannya pada tahun 1994.

Dalam penyelenggaraan  dibidang kemetrologian maka Visi Direktorat Metrologi adalah sebagai berikut: “Terwujudnya sistem metrologi yang efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing barang dan jasa serta perlindungan produsen dan konsumen di era pasar global.”

Visi tersebut dijabarkan kepada misi yang lebih aplikabel sifatnya yaitu sebagai pedoman untuk implementasi secara pragmatis dari kebijakan yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program. Misi Direktorat Metrologi adalah:


1.
Mengembangkan sarana, kelembagaan dan pelayanan serta meningkatkan kerjasama kemetrologian.


2.
Mengembangkan dan membina sarana dan prasarana standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.


3.
Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana teknik kemetrologian.


4.
Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan mutu SDM kemetrologianberbasis kompetensi.


5.
Meningkatkan dan mengembangkan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.
2.2.
Struktur Organisasi

Setiap perusahaan yang ingin berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, maka perusahaan tersebut harus memiliki suatu organisasi yang baik.  Secara umum organisasi didefinisikan sebagai “suatu bentuk dari setiap penggabungan manusia untuk mencapai tujuan bersama”.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi dalam pengertian struktur organisasi Formal merupakan suatu hasil dari tindakan mengorganisasikan. Adapun struktur organisasi Direktorat Metrologi Bandung  menggunakan struktur organisasi garis, artinya segala perintah langsung dari pimpinan kepada bawahannya, begitu pula dengan tanggung jawab langsung kepada atasannya.

2.3.
Deskripsi Jabatan

1.
Kepala Subdirektorat Sarana dan Kerjasama Kemetrologian

a.
Tugas:


Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sarana dan kerjasama kemetrologian.



b.
Uraian Tugas :

-
Seksi Piranti Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang piranti Kemetrologian.

-
Seksi Kerjasama Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanbaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kerjasama Kemetrologian Nasional dan Internasional.

2.
Kepala Subdirektorat Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian 



a.
Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang standar ukuran dan laboratorium Kemetrologian.

b.
Uraian Tugas: 

-
Seksi Standar Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang standar massa, listrik, tekanan dan suhu.

-
Seksi Standar Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksnaan di bidang standar alat ukur arus, panjang dan volume.

3.
Kepala Subdirektorat Teknik Kemetrologian:


a. 
Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang teknik kemetrologian.

  

b.
Uraian Tugas:



-  Seksi Massa, Alat Ukur Listrik, Tekanan dan Suhu:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang massa, alat ukur listrik, tekanan dan suhu.


- Seksi Alat Ukur Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang alat ukur arus, panjang dan volume.


4.
Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia Kemetrologian

a.
Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi di bidang sumber daya manusia kemetrologian.

b.
Uraian Tugas:



-
Seksi Fasilitasi Tenaga Fungsional dan Pegawai Berhak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga fungsional kemetrologian dan pegawai berhak.

- Seksi Fasilitasi Tenaga Non Fungsional Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang fasilitasi tenaga non fungsional kemetrologian.

5.
Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian


a.
Tugas:

Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta evaluasi di bidang pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

b.
Uraian Tugas:



-
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan UTTP:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan
penyuluhan
UTTP.



-
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan BDKT:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, criteria, prosedur, bimbingan dan pelaksanaan teknis serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyuluhan BDKT.


6.
Kepala Subbagian Tata Usaha 




a.
Tugas:

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat serta kearsipan Direktorat dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat .



b.
Uraian Tugas: 



-
Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.



-
Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan bahan masukan dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat metrology dalam rangka penyusunan rencana dan program kemetrologian.



-
Menyusun rencana dan program rutin dan pembangunan Direktorst Metrologi.



-
Menyusun rencana kebutuhan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan kearsipan bagi Direktorat Metrologi.



-
Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan ( termasuk penerimaan uang sidang tera, uang tera dan uang tera ulang), perlengkapan rumah tangga serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan Direktorat Metrologi.



-
Melaksanakan pembinaan yang termasuk dalam lingkup tugas bagian tata usaha kepada unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Metrologi



-
Menyusun laporan berkala maupun sewaktu-waktu pelaksanaan tugas Direktorat Metrologi.



-
Melakukan pengelolaan dan memerlukan pelaksanaan tugas bagian tata  usaha.



-
Menyampaikan bahan/ masukan pemikiran kepada Direktorat Metrologi sebagai upaya penyelesaian masalah maupun sebagai upaya peningkatan daya guna dalam memberikan pelayanan teknis dari administrasi kepada semua nsur di lingkungan Direktorat Metrologi.

2.4.
Aspek Kegiatan Perusahaan
2.4.1.
Tera/Tera Ulang (Verification/ Reverification)

Tera dan tera-ulang adalah kegiatan pengujian UTTP metrologi legal yang dilakukan oleh penera (tenaga berhak) guna menetapkan apakah UTTP tersebut telah sesuai dengan ketentuan teknis di mana pengesahan dilakukan dengan membubuhkan cap/tanda tera yang berlaku dan/atau menerbitkan keterangan hasil pengujian.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor-kantor metrologi yang tersebar di seluruh Indonesia, di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemda setempat atau di tempat UTTP tersebut digunakan (atas permintaan).

2.4.2.
Kalibrasi (Calibration)

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan sifat-sifat metrologi suatu alat  ukur dengan cara membandingkan terhadap standar alat ukur yang mampu menelusuri dimana hasilnya berupa sertifikat kalibrasi dan stiker kalibrasi yang ditempelkan pada alat ukur tersebut.

2.4.3.
Pengawasan dan Penyuluhan ( Supervision and Education)
Kegiatan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian dilaksanakan oleh tenaga-tenaga fungsional penera, penyidik pegawai negeri sipil metrologi (PPNS-Met) dan para pejabat strukturat di bidang kemetrologian.

Pelanggaran tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal diklasifikasikan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (pasal 32 UUML) serta diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan atau denda.

Aktifitas pengawasan dilakukan di tempat-tempat:usaha; tempat untuk menentukan ukuran dan timbangan untuk kepentingan umum; tempat melakukan penyerahan; dan tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran dan timbangan.

